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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ABSENSI FINGER PRINT (SIDIK 

JARI) DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU 

 

Oleh : Shindy Okta Fani 

11675201099 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivan penerapan 

sistem absensi finger print (sidik jari) dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai 

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Sumber data yang 

diperoleh dalam bentuk data primer dan data sekunder. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau. Sedangkan sampel pada penelitian ini diambil melalui teknik 

purposive sampling kemudian menggunakan rumus slovin dimana didapatkan 

jumlah dari populasi pegawai berjumlah 194 orang dan dijadikan 66 orang 

sebagai sampel. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Instrumen dari penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dokumentasi dan kuisioner yang disediakan dalam bentuk 

pernyataan terstruktur guna mendapatkan data berupa efektivitas penerapan 

absensi finger print (sidik jari) dalam meningkatkan disiplin pegawai. Hasil dari 

penelitian ini adalah penerapan sistem absensi finger print (sidik jari) dalam 

meningkatkan disiplin kerja pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau dikatakan sudah efektif. Dikarenakan meningkatnya kedisiplinan 

pegawai atau berkurangnya angka ketidakhadiran pegawai yang merupakan 

tujuan dari diterapkannya sistem absensi finger print (sidik jari). Namun  masih 

terdapat beberapa kendala di UPT seperti di Pasir Pengaraian, Dumai, Duri dan 

Siak yang belum ada anggaran untuk pelaksanaan finger print. Sehingga masih 

ada kendala dan belum siap untuk melaksanakan finger untuk yang di daerah-

daerah. Selain itu gangguan dalam jaringan yang mengakibatkan sidik jari 

pegawai tidak  masuk ke dalam database. 

Kata kuci :Efektivitas, Absensi Finger Print (Sidik Jari), Disiplin Pegawai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Birokrasi sebagai suatu sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan 

kerja sama antara jabatan-jabatan secara langsung mengenai persoalan yang 

formil menurut prosedur yang berlaku dan tidak adanya rasa sentimen tanpa 

emosi atau pilih kasih, tanpa pamrih dan prasangka. Birokrasi juga dimaksudkan 

untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang dilakukan banyak orang. 

Selain itu, birokrat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus 

dilandasi persepsi dan kesadaran hukum yang tinggi. 

Sumber daya manusia sangatlah penting bagi instansi untuk meningkatkan 

dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif demi 

tercapainya tujuan instansi. Sumber daya manusia mempunyai peranan utama 

dalam pelaksanaan kegiatan instansi. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang 

berkualitas, kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik dan tidak tepat sasaran. 

Sebagai kunci utama, sumber daya manusia akan menentukan pelaksanaan 

kegiatan instansi. Tuntutan sektor pemerintahan maupun swasta untuk 

memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang 

berkualitas semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu 

berubah. 

Untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu  

padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, 

berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan 
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abdi masyarakat diperlukan pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri 

Sipil yang semuanya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. 

Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai, maka upaya pengendalian 

dan pengawasan disiplin jam kerja pegawai perlu dilaksanakan secara terus 

menerus dan konsisten. Salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai alat 

pengawasan dan pengendalian adalah melihat tingkat kehadiran pegawai yang 

secara periodik dievaluasi. Sistem pelaporan absensi manual yang selama ini 

dilakukan cenderung manipulasi dan tidak menyampaikan laporan kehadiran 

pegawai dengan apa adanya. untuk mengukur tinggi rendahnya disiplin pegawai 

dapat dilihat melalui unsur-unsur semangat kerja tersebut yang meliputi absensi 

(tingkat kehadiran), kerjasama dan tanggung jawab. Selain itu, pendisiplinan 

pegawai sangat perlu untuk meningkatkan citra, kerja, dan kinerja pegawai. 

Menurut Malayu Hasibuan (2009; 193) kedisiplinan merupakan fungsi 

koperatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting  karena semakin baik 

disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. Tanpa disiplin 

pegawai yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal. Disiplin 

yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-

tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah, semangat kerja, dan 

terwujudnya tujuan organisasi, pegawai, dan masyarakat. 

Pendisiplinan tersebut merupakan usaha-usaha untuk menanamkan nilai 

ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah 

peraturan. Sedangkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan 
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Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan 

yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman. 

Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan 

tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya 

berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan oprasional 

dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran 

akhir kebijakan. 

Penggunaan teknologi untuk instansi salah satunya yaitu pengadaan sistem 

komputerisasi dalam aktivitas kerja salah satunya adalah sistem absensi pegawai 

menggunakan sistem komputerisasi yang baik yaitu Sistem Biometriks, dengan 

sistem ini pegawai akan lebih cepat karena tidak harus antri terlalu lama dan 

membuang waktu dan kertas. Instansi bisa menghemat waktu dan uang ketika 

sistem komputerisasi dijalankan menggunakan biometrics karena tidak perlu ada 

kartu atau kertas guna mendukung sistem absensi sehingga bagian sumber daya 

manusia atau penggajian hanya perlu melihat laporan hasil absensi tanpa harus 

memantau sistem absensi pegawai. 

Menurut Suyadi (2010; 103) sidik jari adalah kulit pada telapak tangan 

atau kaki yang tertutupi garis timbul kecil yang disebut rabung gesekan. Finger 

print (sidik jari) mempunyai tingkat akurasi mencapai 90 – 95% dan tidak 

dipengaruhi oleh kondisi apapun bahkan tidak berubah sepanjang hayat. 

Dengan sistem absensi berbasis finger print (sidik jari) proses pengambilan 

informasi kehadiran pegawai menjadi hampir 100% akurat karena didasarkan 
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pada sidik jari masing- masing pegawai, serta proses pencatatan dan pelaporannya 

menjadi otomatis oleh software khusus. Kesalahan maupun manipulasi catatan 

dapat dihilangkan karena intervensi pegawai administrasi menjadi minimal. 

Informasi yang akurat merefleksikan kondisi yang sebenarnya menjadi landasan 

untuk pengambilan keputusan serta kebijakan dan kemajuan suatu instansi atau 

lembaga. 

Pada Mei 2017, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mulai 

menerapkan absensi pegawai dengan menggunakan finger print (sidik jari). Hal 

ini dilakukan untuk menghindari terjadinya korupsi waktu yang sering dilakukan 

oleh pegawai dengan cara menitip absen kepada pegawai lain. Untuk itu 

disediakan sebuah alat finger print (sidik jari), yaitu peralatan absensi canggih 

yang merekam sidik jari pegawai saat jam datang dan jam pulang. Para pegawai 

tidak bisa lagi menitip absen kepada temannya, karena peralatan ini hanya 

merekam finger print (sidik jari) pegawai yang bersangkutan, selain itu peralatan 

ini juga bekerja secara online dan dapat dipantau dari komputer yang terhubung 

dengan peralatan tersebut. Finger print (sidik jari) ini juga memudahkan bagi 

administratornya untuk merekap absensi para pegawai. 

Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak pegawai yang melakukan 

pelanggaran. Terlihat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 

masih banyak pegawai yang melakukan pelanggaran terutama mengenai disiplin 

jam kerja. Padahal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau telah 

menerapkan absensi Finger Print sejak tahun 2017, akan tetapi penerapan absensi 

finger print tidak berjalan efektif hingga sekarang karena masih saja banyak 
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pegawai yang tidak disiplin jam kerjanya atau korupsi waktu. Padahal dengan 

adanya absensi finger print seharusnya pegawai bisa termotivasi untuk datang 

tidak terlambat dan lebih rajin untuk datang ke kantor karena absensi finger print 

dapat meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan pegawai. 

Selain itu masih banyak pegawai yang kurang disiplin dalam bekerja, 

seperti lambat masuk ke kantor sehingga tidak mengikuti apel pagi yang 

dilaksanakan setiap hari kerja di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau dan pegawai pulang tidak sesuai jam kerja yang sudah 

ditentukan. 

Penerapan absensi sidik jari (finger print) ini dilakukan agar memudahkan 

atasan untuk melihat tingkat kedisiplinan dari masing-masing pegawai, karena 

selama ini pada absensi manual, atasan atau pegawai lain yang melihat absensi 

tidak bisa melihat tingkat kedisiplinan pegawai. Masalahnya pada absensi manual 

tidak ada keterangan kapan pegawai tersebut datang dan pulang, pegawai bisa 

merapel di hari lain atau menitip absen pada pegawai lain, sehingga menyulitkan 

atasan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan pemerintah No. 53 

tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

 Peningkatan kedisiplinan adalah hasil yang diharapkan oleh setiap instansi 

khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau setelah 

dilaksanakannya program absensi dengan menggunakan finger print (sidik jari). 

Penerapan program yang tepat, diharapkan dapat memotivasi pegawai untuk 

bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi yang terbaik kepada organisasi. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau memiliki 215 pegawai. 
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Diantara pegawai tersebut terdapat perbedaan status kepegawaian antara Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer (Non-PNS). Yang mana jumlah 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 194 orang dan Pegawai Honorer (Non-PNS) 

adalah 21 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Data Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

No Bidang Jumlah Pegawai 

1 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 

2 Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 

3 Sekretariat 32 

4 Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 17 

5 Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja 16 

6 Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 15 

7 Bidang Ketransmigrasian  22 

8 UPT Pengawasan Wilayah 44 

9 Unit Pelathan Teknis Latihan Kerja 46 

10 Pegawai Honorer (Non-PNS) 21 

Jumlah 215 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

 

Dasar penerapan finger print (sidik jari) pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau ini ialah berdasarkan Surat Edaran dari Sekretariat 

Daerah No.555/Diskominfo/94.09 tanggal 31 Mei 2016 perihal Pemberitahuan 

Penggunaan Absen Digital. Dimana dalam rangka penerapan e-Government di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Riau telah mengembangkan aplikasi e-Absen hal ini dilakukan sebagai 

langkah percepatan e-Government Provinsi Riau terkait disiplin dan 

meningkatkan efisiensi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). 
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Berikut ini adalah perbedaan absensi manual dengan absensi finger print 

(sidik jari) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 

Tabel 1.2 Rekapitulasi Absensi Manual Pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau Tahun 2018 

No Bulan 
Jumlah 

Pegawai 

Hari 

Kera 

Absen Jumlah 

Absen A I S 

1 Januari 194 20 - 6 5 11 

2 Februari 194 11 - 11 3 14 

3 Maret 194 22 - 9 - 9 

4 April 194 21 - 8 4 12 

5 Mei 194 20 - 14 4 18 

6 Juni 194 11 - 23 7 30 

7 Juli 194 22 - 10 - 10 

8 Agustus 194 21 - 15 2 17 

9 September 194 22 - 13 - 13 

10 Oktober 194 19 - 10 8 18 

11 November 194 21 - 19 3 21 

12 Desember 194 21 - 17 7 24 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 

 

Ket : A   : Alfa 

  I  : Izin 

  S  : Sakit 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada bulan Juni 2018, dari 194 

jumlah pegawai ditemukan sebanyak 23 pegawai tidak masuk kantor yang 

menyatakan izin dan 7 pegawai karena sakit dengan jumlah hari kerja selama 11 

hari. Sehingga pada bulan Juni merupakan jumlah pegawai yang paling banyak 

menyatakan izin. Sedangkan pada bulan Januari terdapat 6 pegawai yang 

menyatakan izin, dimana pada bulan Januari merupakan jumlah pegawai yang 

paling sedikit menyatakan izin. 
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Tabel 1.3 Rekapitulasi Absensi Finger Print (Sidik Jari) Pegawai di Dinas Tenaga dan  

Transmigrasi Provinsi Riau Tahun 2018 

No Bulan 
Jumlah 

Pegawai 

Hari 

Kerja 

Absen Jumlah 

Absen LM CP A I S 

1. Januari 194 20 1343 1606 - 6 5 11 

2. Februari 194 11 1005 1293 - 11 3 14 

3. Maret 194 22 1233 184 - 9 - 9 

4. April 194 21 1038 1362 - 8 4 12 

5. Mei 194 20 1045 1444 - 14 4 18 

6. Juni 194 11 470 543 - 23 7 30 

7. Juli 194 22 381 552 - 10 - 10 

8. Agustus 194 21 873 795 - 15 2 17 

9. September 194 22 131 161 - 13 - 13 

10. Oktober 194 19 178 129 - 10 8 18 

11. November 194 21 208 214 - 19 3 21 

12. Desember 194 21 394 414 - 17 7 24 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 

 

Ket : LM  : Lambat Masuk 

CP  : Cepat Pulang 

A  : Alfa 

I   : Izin 

S  : Sakit 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada bulan Januari 2018, dari 194 

jumlah pegawai ditemukan sebanyak 1343 pegawai yang terlambat masuk ke 

kantor dan 1606 pegawai yang cepat pulang, 6 pegawai yang menyatakan izin dan 

5 pegawai yang sakit selama 20 hari kerja. Sehingga dapat diketahui pada bulan 

Januari merupakan pegawai yang paling banyak terlambat masuk kantor. 

Sedangkan pada bulan Mei 2018, terdapat 1045 pegawai yang terlambat masuk 

dan 1444 pegawai yang cepat pulang, 14 pegawai yang menyatakan izin dan 4 

pegawai yang sakit selama 20 hari kerja. Sehingga pada bulan Mei merupakan 
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pegawai yang paling banyak cepat pulang dengan jumlah 1444 pegawai setelah 

bulan Januari. 

Jika dibandingkan dengan absensi manual pimpinan atau atasan tidak bisa 

melihat pegawainya yang datang sesuai dengan jam kerja karena masih banyak 

pegawai yang menitip absennya kepada temannya dan karena sistem absensinya 

masih menggunakan kertas dan pena. Sedangkan pada penerapan sistem absensi 

finger print (sidik jari) ini atasan atau pimpinan sudah bisa melihat pegawai yang 

lambat datang dan cepat pulang. Jika dilihat dari tabel tersebut masih banyak yang 

melakukan pelanggaran jam kerja terutama dalam hal lambat masuk dan cepat 

pulang. 

Dengan diterapkannya absensi finger print (sidik jari) masih ada celah 

kecurangan yang bisa dilakukan oleh pegawai yaitu dengan cara  berkerjasama 

dengan operator mesin absensi finger print (sidik jari) untuk menyetel waktu yang 

diberikan ketika finger print. Untuk itu, atasan atau pimpinan harus memillih 

operator mesin absensi finger print (sidik jari) yang memiliki kepribadian yang 

baik, jujur, adil, dan bijaksana agar tercapainya tujuan dari absensi finger print 

(sidik jari). Adapun waktu pegawai melakukan absensi finger print (sidik jari) 

adalah sebagai berikut:  
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Tabel 1.4 Waktu Pegawai Melakukan Absensi Finger Print (Sidik Jari) pada  Dinas Tenaga 

dan Transmigrasi Provinsi Riau 

No Hari Waktu Ket 

1 Senin-Rabu 

06.45-07.30 Absen apel pagi 

07.45-08.15 Absen masuk 

12.00-13.00 Absen istirahat 

16.00-17.00 Absen pulang 

2 Kamis-Jumat 

06.45-07.30 Absen apel pagi 

07.45-08.30 Absen masuk 

12.00-13.30 Absen istirahat 

16.30-18.00 Absen pulang 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 

 

Pegawai yang disiplinnya baik dalam bekerja seperti mengikuti apel pagi 

(hari-hari besar tertentu), masuk ke kantor dan melaksanakan tugas yang sudah 

diberikan, pulang kerja sesuai dengan jam yang sudah ditentukan, dan hadir di 

tempat bekerja melakukan aktivitas pekerjaan, maka pegawai tersebut akan 

mendapatkan nilai serta insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel di berikut: 

Tabel 1.5 Ketentuan Disiplin Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau 

No Agenda Bobot (%) 

1 Apel pagi (hari-hari besar tertentu) 6% 

2 Masuk kantor dan melaksanakan tugas 3% 

3 Pulang kerja sesuai ketentuan 3% 

4 Hadir di tempat bekerja (Aktivitas harian) 8% 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 

 

Adapun sanksi yang diberikan kepada pegawai yang bermasalah dalam 

disiplinnyan diberikan sanksi sebagaimana yang tertera didalam Undang-Undang 

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: 
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1. Hukuman disiplin ringan, terdiri dari: 

a. teguran lisan;  

b. teguran tertulis; dan 

c. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

2. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari: 

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 

3. Hukuman disiplin berat, terdiri dari: 

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 

c. pembebasan dari jabatan; 

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; 

dan 

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

 

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ABSENSI FINGER 

PRINT (SIDIK JARI) DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN  JAM 

KERJA PEGAWAI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU ”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diambil suatu 

rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: 

1. Bagaimana disiplin pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau? 

2. Bagaimana penerapan sistem absensi finger print (sidik jari) pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau? 

3. Apakah sudah efektif penerapan sistem absensi sidik jari (finger print) 

dalam meningkatkan disiplin jam kerja pegawai pada Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Riau? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dibahas sebelumnya 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menganalisa disiplin pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau. 

2. Untuk menganalisa penerapan sistem absensi finger print (sidik jari) pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 

3. Untuk menganalisa efektivitas penerapan sistem absensi finger print (sidik 

jari) dalam meningkatkan disiplin jam kerja pegawai pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 
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1.4 Manfaat penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengharap ini dapat 

bermanfaat untuk: 

1. Bagi peneliti 

Bermanfaat sebagai pengembangan diri dan proses pembelajaran peneliti 

dalam menganalisa masalah secara ilmiah. 

2. Bagi instansi 

Sebagai masukan terhadap penerapan sistem absensi finger print (sidik jari) 

dalam meningkatkan disiplin jam kerja pegawai pada Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Riau. 

3. Bagi pustaka 

Sebagai distribusi untuk perpustakaan dan bahan acuan bagi penulis 

selanjutnya untuk meneliti masalah yang sama dalam kesempatan 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan permasalahan mengenai penerapan sistem 

absensi finger print (sidik jari) dalam meningkatkan disiplin jam kerja pegawai. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari enam 

bab dan sub-sub bab lainnya, meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang deskripsi umum yang meliputi: latar belakang, 

rumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dibahas. Teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori-teori 

tentang efektivitas, Aparatur Sipil Negara, sistem absensi finger print (sidik 

jari), kedisiplinan dan hubungan antara keduanya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan proposal ini, meliputi: lokasi penelitian, jenis dan sumber 

data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisa data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat hasil dari penelitian tentang pembahasan yang dilakukan. 

Dalam hal ini membahas tentang efektivitas penerapan sistem absensi finger 

print (sidik jari) dalam meningkatkan disiplin jam kerja pegawai pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan serta 

memberikan saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan 

kepada pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Efektivitas 

2.1.1 Pengertian Efektivitas 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer 

mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 

menunjang tujuan. 

Menurut Manahan Tampubolon (2004 ; 75) efektivitas adalah pencapaian 

sasaran yang telah disepakati secara bersama, serta tingkat pencapaian sasaran itu 

menunjukkan tingkat efektivitas. 

Menurut Sondang Siagian (2001 ; 24) efektivitas adalah pemanfaatan 

sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan 

yang dijalankannya. 

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi 

Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut “Efektivitas adalah 

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) 

daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau 

ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan,  2005:109). 

Suatu tujuan atau saran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat 

dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan 
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efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika 

sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya 

dapat dikatakan efektif. Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu 

yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif. 

 

2.1.2 Ukuran Efektivitas 

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang 

sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 

tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang 

dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan 

pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan 

jasa. 

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara 

rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.  Namun, 

jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga 

menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu 

dikatakan tidak efektif. 

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau 

tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1978:77), yaitu: 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan 

dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi 

dapat tercapai. 
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b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 

“pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai 

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya 

kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha 

pelaksanaan kegiatan operasional. 

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa 

yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 

e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila 

tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program 

apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut 

tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi 

semakin didekatkan pada tujuannya. 

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat 

sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut 

terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. 
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Selanjutnya kriteria atau indikator dari pada efektivitas menurut 

Tangkilisan dalam Erna Maeyasari (2012 : 19) yakni diantaranya sebagai berikut: 

1. Pencapaian target 

Maksud dari pencapaian target disini diartikan sejauh mana target dapat 

ditetapkan organisasi dapat terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 

sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Kemampuan adaptasi 

Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari 

dalam organisasi dan luar organisasi. 

3. Kepuasan kerja 

Suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh organisasi yang mampu 

memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi. 

Yang menjadi fokus elemen ini adalah pekerjaan dan kesesuaian imbalan 

atau sistem insentif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang 

berprestasi dan telah melakukan pekerjaan melebihi beban kerja yang ada. 

4. Tanggung jawab 

Organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai 

dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa menghadapi serta 

menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaannya. 
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2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas 

 Menurut M. Richard steers (1999 ; 159) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat efektivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, 

faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Karakteristik Organisasi ( struktur dan organisasi) 

Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap struktur dan teknologi 

karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. 

Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-

anggota organisasi atau penyusunan hubungan SDM akan meningkatkan 

efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam 

struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi fungsi, 

ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan 

meningkatkan produktivitas organisasi. Tercapainya kemajuan di dalam 

teknologi dapat memperkenalkan cara-cara yang lebih produktif dengan 

menggunakan sarana-sarana baru akan mempengaruhi efektivitas organisasi. 

Pemanfaatan kedua hal tersebut secara baik, yakni struktur dan teknologi 

akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya. 

b. Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan) 

Karakteristik lingkungan ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan 

yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern yaitu 

semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasanbatasan organisasi. 

Lingkungan interen pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang 

meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.  
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c. Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja) 

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan 

kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung 

terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja. Tanpa rasa 

keterkaitan dan prestasi, efektifitas mustahil akan tercapai. 

d. Kebijakan dan praktek manajemen 

Kebijakan dan praktek manajemen merupakan mekanisme yang meliputi 

penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara 

efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, 

kepemimpinan dan pengembalian keputusan serta adaptasi dan inovasi 

organisasi. Dalam hal ini, manejer sangat penting untuk mengarahkan 

kegiatan-kegiatan secara propesional untuk mencapai tujuan. 

 

2.2 Aparatur Sipil Negara 

Di dalam UU No. 5 Tahun 2014 memang telah ditegaskan berbagai 

ketentuan disiplin pegawai negeri, sistem sanksi yang  bisa dibebankan apabila 

seorang PNS melanggar hukum, menyalahgunakan wewenang, dan terlibat dalam 

konflik kepentingan. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur ha-hak 

pegawai dalam bentuk remunerasi dengan sistem penilaian kinerja yang lebih 

jelas. Namun konsistensi dari pelaksanaan Undang-undnag ini masih sangat 

tergantung kepada bagaimana pelaksanaan peraturan-peratutan yang lebih teknis 

dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau peraturan lainnya. 
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Menurut UU RI No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

mengatakan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerntah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegwai ASN adalah 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negra lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

Pegawai ASN terdiri atas : 

a. PNS, yaitu pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk kepegawaian secara 

nasional. 

b. PPPK, yaitu pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan 

perjanjiankerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan 

Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-undang. 

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pegawai ASN 

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi pemerintah dan 

pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan 

partai politik. Adapun pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan 

publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. 
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Selain itu, pegawai ASN juga memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 

c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui 

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari 

intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 

PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fsilitas; cuti; jaminan 

pensiunan dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi. 

Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan; cuti; perlindungan; dan 

pengembangan kompetensi. 

Selanjutnya ASN memiliki kewajiban sebagai berikut: 

a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah 

yang sah; 

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang 

berwenang; 

d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 

kesadaran, dan tanggung jawab; 
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f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan 

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; 

g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

2.3 Disiplin  

2.3.1 Pengertian Disiplin 

Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota 

organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Pendisiplinan pegawai 

adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk 

pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai tersebut secara sukarela berusaha 

bekerja secara kooperatif dengan para pegawai lain serta meningkatkan prestasi 

kerjanya. (Sondang Siagian ; 2008 ; 304). 

Menurut Malayu Hasibuan (2009 ; 193) kedisiplinan merupakan fungsi 

koperatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik 

disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. Tanpa disiplin 

pegawai yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal. Disiplin 

yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-

tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah, semangat kerja, dan 

terwujudnya tujuan organisasi, pegawai, dan masyarakat. 
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Salah satu tolak ukur kedisiplin menurut Miftah Thoha (2005 : 76) yaitu 

kehadiran dan kepulangan pegawai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan. Bentuk disiplin yang lain adalah ketepatan dalam melaksanakan tugas 

kerja atau lebih menekankan pada output. Pegawai dituntut untuk mengerjakan 

tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota 

organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Kedisiplinan kerja 

dapat ditunjukan bilamana pegawai datang dan pulang tepat waktu, mengerjakan 

semua pekerjaannya dengan baik, serta mematuhi aturan-aturan dan norma-norma 

sosial yang berlaku pada Instansi. 

 

2.3.2 Jenis Disiplin 

Menurut Sondang Siagian (2008 ; 305) terdapat dua jenis disiplin dalam 

organisasi, yaitu : 

1. Pendisiplinan preventif 

Pendisiplinan yang berbentuk preventif adalah tindakan yang mendorong 

para pegawai untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan 

memenuhi standar yang telah ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan 

penjelasan tentang pola sikap, tindakan dan perilaku yang diinginkan dari 

setiap anggota organisasi diusahakan pencegahan jangan sampai para 

pegawai berperilaku negatif. 
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2. Pendisiplinan korektif 

Jika ada pegawai yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas 

ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah 

ditetapkan, kepadanya dikenakan sanksi disipliner. Berat atau ringannya  

suatu sanksi tentunya tergantung pada bobot pelanggaran yang telah terjadi. 

Pengenaan sanksi biasanya mengikuti prosedur yang bersifat hirarki. Arti 

pengenaaan sanksi diperkarsai oleh atasan langsung pegawai yang 

bersangkutan, diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan keputusan 

akhir pengenaan sanksi tersebut diambil oleh pejabat pimpinan yang 

memang berwenang untuk itu. 

 

2.3.3 Tujuan dan Fungsi Disiplin 

1. Tujuan Disiplin 

Disiplin kerja sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi tujuan-tujuan dari 

disiplin kerja itu sendiri sehingga pelaksanaan kerja menjadi lebih efektif dan 

efisien. Pada dasarnya disiplin kerja bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi 

yang teratur, tertib dan pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan 

rencana sebelum pegawainya. Menurut Reza Aryanto dalam Rusmiati Ernawati 

yang dikutip oleh Nella Anggraini (2013) mengemukakan tujuan dilaksanakannya 

disiplin kerja, sebagai berikut: 

a. Pembentukan sikap kendali diri yang positif. Sebuah organisasi sangat 

mengharapkan para pegawainya memiliki sikap kendali diri yang positif. 

Sehingga pegawai akan berusaha untuk mendisiplinkan dirinya sendiri tanpa 
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harus ada aturan yang akan memaksanya dan pegawai akan memiliki 

kesadaran untuk menghasilkan produk yang berkualitas tanpa perlu banyak 

diatur oleh atasannya; 

b. Pengendalian kerja. Agar pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai 

berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan dari organisasi, maka dilakukan 

pengendalian kerja dalam bentuk standard dan tata tertib yang diberlakukan 

oleh organisasi; 

c. Perbaikan sikap. Perubahan sikap dapat dilakukan dengan memberikan 

orientasi, pelatihan, pemberlakuan sanksi dan tindakan-tindakan lain 

diperlukan pegawai. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka disiplin kerja bertujuan 

untuk memperbaiki efektifitas dan mewujudkan kemampuan kerja pegawai dalam 

rangka mencapai sasaran yang telah oleh organisasi. 

2. Fungsi Disiplin  

Menurut Tulus Tu’u (2004 ; 38) ada beberapa fungsi disiplin, antara lain : 

a. Menata kehidupan bersama 

Disiplin berfungsi mengatur kehidupan bersama dalam suatu kelompok 

tertentu dalam masyarakat. Sehingga terjalin antar individu menjadi lebih 

baik dan lancar. 

b. Membangun kepribadian 

Lingkungan organisasi yang memiliki disiplin yang baik, seperti keadaan 

yang tentang, tertib dan tentram, sangat berperan dalam membangun 

kepribadian yang baik. 
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c. Melatih kepribadian 

Disiplin merupakan sarana untuk melatih kepribadian pegawai agar 

senantiasa menunjukkan kinerja baik. Namun sikap, perilaku dan pola 

kehidupan yang baik dan berdisiplin membutuhkan waktu cukup lama melaui 

proses pelatihan bersama anggota organisasi. 

d. Pemaksanaan 

Disiplin berfungsi sebagai pemaksa seseorang untuk mengikuti peraturan-

peraturan yang berlaku. Dengan pemaksaan, pembiasaan dan latihan disiplin 

seperti itu dapat menyadarkan bahwa disiplin itu penting dan akan menjadi 

kebiasaan berdisiplin. 

e. Hukuman 

Disiplin disertai ancaman hukuman sangat penting karena dapat memberikan 

dorongan kekuatan untuk menaati dan mematuhinya tanpa ancaman 

hukuman, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat menjadi lemah serta 

motivasi untuk mengikuti aturan yang belaku menjadi berkurang. 

 

2.3.4 Indikator - Indikator Disiplin 

Menurut Malayu Hasibuan (2009 ; 194), indikator yang mempengaruhi 

tingkat kedisiplinan pegawai suatu organisasi, diantaranya : 

a. Tujuan dan Kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai. 

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup 

menantang bagi kemampuan pegawai. Hal ini berarti bahwa tujuan 
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(pekerjaan) yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan 

kemampuan pegawai yang bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh 

dan disiplin dalam mengerjakannya. 

b. Teladan Kepemimpinan 

Teladan kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

pegawai, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para 

bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, 

jujur, adil, serta sesuai dengan kata dan perbuatan. Dengan teladan pimpinan 

yang baik, kedisiplinan bawahanpun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan 

kurang baik (kurang berdisiplin) para bawahanpun akan kurang berdisiplin. 

c. Balas Jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan pegawai 

terhadap organisasi dan pekerjaannya. Jika kecintaan pegawai semakin baik 

terhadap pekerjaan, kedisiplin mereka akan semakin baik pula. Untuk 

mewujudkan kedisiplinan pegawai yang baik organisasi harus memberikan 

balas jasa yang relative besar. Kedisiplinan pegawai tidak mungkin baik 

apabila balas jasa yang mereka terima kurang memuaskan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya beserta keluarga. 

d. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai karena ego dan 

sifat manusia selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama 

dengan manusia lainya. Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam 
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pemberian balas jasa (pengakuan) atau hukuman akan merangsang 

terciptanya kedisiplinan pegawai yang baik. 

e. Pengawasan Melekat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam 

mewujudkan kedisiplinan pegawai. Dengan waskat berarti atasan harus aktif 

dan lansung mengawasi perilaku, moral sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja 

bawahannya. Hal ini berarti atasan harus selalu ada atau hadir ditempat kerja 

agar dapat mengawasi dan memberikan petunjuk jika ada bawahannya yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

f. Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memilihara kedisiplinan pegawai, 

dengan sanksi hukuman yang semakin berat pegawai akan semakin takut 

melanggar peraturan-peraturan organisasi, sikap dan perilaku indispliner 

pegawai akan berkurang. 

g. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan pegawai. Pimpinan harus berani dan tegas, betindak untuk 

menghukum setiap pegawai yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman 

yang telah telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas 

menerapkan hukuman bagi pegawai yang indisipliner akan disegani dan 

diakui kepemimpinannya oleh bawahan. 
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h. Hubungan Kemanusiaan atau Kerjasama 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama pegawai ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu organisasi. 

 

2.4 Sistem Finger Print (Sidik Jari) 

Sistem absensi merupakan sebuah sistem yang ada di suatu instansi yang 

digunakan untuk mencatat daftar kehadiran setiap anggota instansi tersebut. 

Sistem absensi mencatat identitas anggota instansi dan waktu keluar–masuk 

anggotanya. Sistem absensi juga mempunyai kemampuan untuk memberikan 

laporan yang akurat. 

Absensi finger print (sidik jari) adalah suatu metode baru yang saat ini 

telah berkembang menggunakan mesin dengan bantuan softwere untuk mengisi 

data kehadiran suatu komunitas kelompok maupun instansi yang 

menggunakannya. 

Absensi ini berkaitan dengan penerapan disiplin yang ditentukan oleh 

masing-masing instansi. Menurut Heriawanto (Faisal 2006 : 26), pelaksanaan 

pengisian daftar hadir atau absensi secara manual (hanya berupa buku daftar 

hadir), akan menjadikan penghambat bagi instansi untuk memantau kedisiplinan 

pegawai dalam hal ketepatan waktu kedatangan dan jam Pulang pegawai setiap 

hari. Hal tersebut di khawatirkan akan membuat Komitmen pegawai terhadap 

pekerjaan dan instansi menjadi berkurang. 

Berkurangnya komitmen dalam bekerja akan berdampak pada motivasi 

dan kinerja pegawai yang semakin menurun. Cahyana (Faisal 2006 : 26), 
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menyatakan bahwa pencatatan absensi pegawai Merupakan salah satu faktor 

penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Informasi yang mendalam dan 

terperinci mengenai kehadiran seorang pegawai dapat menentukan prestasi kerja 

seseorang, gaji/upah, produktivitas, dan kemajuan instansi atau lembaga secara 

umum. 

Mesin absensi finger print (sidik jari) merupakan Sistem Informasi 

Manajemen yang mengandung elemen-elemen fisik seperti yang diungkapkan 

oleh Davis mengenai Sistem Informasi Manajemen adalah sebagai berikut : 

1. Perangkat Keras Komputer, terdiri atas komputer (pusat pengolahan, unit 

masukkan/keluaran, unit penyimpanan, file, dan peralatan penyimpanan 

data. 

2. Data Base (data yang tersimpan dalam media penyimpanan computer). 

3. Prosedur, komponen fisik karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik, 

seperti buku panduan dan instruksi. 

4. Personalian pengoprasian, seperti operator komputer, analisis sistem 

pembuatan program, personalia penyimpanan data dan pimpinan sistem 

informasi. 

 

Teknologi yang digunakan pada mesin sidik jari adalah teknologi biometrik, 

ada beberapa teknologi biometrik yang digunakan yaitu sidik jari, tangan, bentuk 

wajah, suara, dan retina. Namun yang paling banyak digunakan adalah teknologi 

sidik jari, hal ini dikarenakan teknologi sidik jari jauh lebih murah dan akurat 

dibanding teknologi lainnya. 
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2.5 Hubungan Penerapan Absensi Finger Print dengan Disiplin Pegawai 

Sistem absensi merupakan sebuah  sistem yang ada di suatu instansi yang 

digunakan untuk mencatat daftar kehadiran setiap anggota instansi tersebut. 

Sistem absensi mencatat identitas anggota instansi dan waktu keluar-masuk 

anggotanya. Sistem absensi juga mempunyai kemampuan untuk memberikan 

laporan yang akurat. 

Absensi ini berkaitan dengan penerapan disiplin yang ditentukan oleh 

masing-masing instansi. Menurut Heriawanto dalam Faisal (2006 ; 26), 

pelaksanaan pengisian daftar hadir atau absensi secara manual (hanya berupa 

buku daftar hadir), akan menjadikan penghambat bagi instansi untuk memantau 

kedisiplinan pegawai dalam hal ketepatan waktu kedatangan dan jam pulang 

pegawai setiap hari. Hal tersebut di khawatirkan akan membuat komitmen 

pegawai terhadap pekerjaan dan instansi menjadi berkurang. 

Berkurangnya komitmen dalam bekerja akan berdampak pada motivasi 

dan kinerja pegawai yang semakin menurun. Cahyana (Faisal 2006 : 35), 

menyatakan bahwa pencatatan absensi pegawai merupakan salah satu faktor 

penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Informasi yang mendalam dan 

terperinci mengenai kehadiran seorang pegawai dapat menentukan prestasi kerja 

seseorang, gaji/upah, produktivitas, dan kemajuan instansi atau lembaga secara 

umum. 

Menurut Ifa H. Misbach (2010 ; 47) sidik jari merupakan striktur genetika 

dalam bentuk rangka yang sangat detail dan tanda yang melekat pada diri manusia 

yang tidak dapat dihapus atau diubah. Sidik jari ibarat barcode diri manusia yang 
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menandakan tidak ada pribadi yang sama. Sidik jari bersifat spesifik, permanen 

serta mudah diklarifikasikan. 

Sedangkan menurut sosiologi pedesaan pengaruh adalah kekuasaan yang 

bisa mengakibatkan perubahan perilaku orang atau kelompok lain. Menurut 

Wiryanto pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang 

memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibandingkan 

dengan pihak yang dipengaruhi. 

Jelasnya kita harus mengetahui cara kerja finger print (sidik jari) ini. 

Sebuah sistem finger print scanner memiliki dua pekerjaan, yakni mengambil 

gambar sidik jari, dan memutuskan apakah pola alur sidik jari dari gambar yang 

diambil sama dengan pola alur sidik jari yang ada di database. Ada beberapa cara 

untuk mengambil gambar sidik jari seseorang, namun salah satu metode yang 

paling banyak digunakan saat ini adalah optical scanning. 

Inti dari scanner optical adalah charge coupled device (CCD), sistem 

sensor cahaya yang sama digunakan pada kamera digital dan camcorder. CCD 

merupakan sebuah larik sederhana dari diode peka cahaya yang disebut photosite, 

yang menghasilkan sinyal elektrik yang merespon foton cahaya. Setiap photosite 

merekam sebuah pixel, titik kecil yang merepresentasikan cahaya dan 

membenturnya. Pixel-pixel ini membentuk pola terang dan gelap dari sebah 

gambar hasil scan sidik jari seseorang. 

Proses scan mulai berlangsung saat anda meletakkan jari pada lempengan 

kaca dan sebuah kamera CCD mengambil gambarnya. Scanner memiliki sumber 

cahaya sendiri, biasanya berupa larik light emitting diodes (LED), untuk 
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menyinari alur sidik jari anda. Sistem CCD menghasilkan gambar jari yang 

terbalik, area yang lebih gelap merepresentasikan lebih banyak cahaya yang 

dipantulkan (bagian punggung dari alur sidik jari) dan area yang lebih terang 

merepresentasikan lebih sedikit cahaya yang dipantulkan (bagian lemah dari alur 

sidik jari). 

Sebelum membandingkan gambar yang baru saja diambil dengan data 

yang telah disimpan, processor scanner memastikan bahwa CCD telah mengambil 

gambar yang jelas dengan cara melakukan pengecekan kegelapan pixel rata-rata, 

dan akan menolak hasil scan jika gambar yang dihasilkan terlau gelap atau terlalu 

terang. Jika gambar ditolak, scanner akan mengatur waktu pencahayaan, 

kemudian mencoba pengambilan gambar sekali lagi. 

Jika tingkat kegelapan telah mencukupi, sistem scanner melanjutkan 

pengecekan definisi gambar, yakni seberapa tajam hasil scan sidik jari. Processor 

memperhatikan beberapa garis lurus yang melintang secara horizontal dan 

vertikal. Jika definisi gambar sidik jari memenuhi syarat, sebuah garis tegak lurus 

yang berjalan akan dibuat diatas bagian pixel yang paling gelap dan paling terang. 

Jika gambar sidik jari yang dihasilkan benar-benar tajam dan tercahayai dengan 

baik, barulah processor akan membandingkan dengan gambar sidik jari yang ada 

dalam database. 

Finger print menurut Moch Tofik adalah teknologi yang menunjang untuk 

keperluan absensi, yang didalamnya mencakup pemasukan penyimpanan data jam 

masuk dan jam pulang, serta memproses data tersebut menjadi sebuah laporan 

yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan yang 
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dilakukan oleh pimpinan (Tofik 2010 ; 9). Adapun indikator yang digunakan 

terhadap variabel independen “finger print” adalah sebagai berikut: 

1. Praktis 

a. Dengan diterapkannya finger print melakukan absensi menjadi lebih 

praktis. 

b. Dengan diterapkannya finger print mampu meminimalisir peran manusia 

dan menghindarkan dari trial error. 

c. Dengan diterapkannya finger print absensi menjadi mudah dan cepat. 

 

2. Akurat 

a. Saat proses pembacaan dan verifikasi jari, finger print memiliki ketelitian 

yang tinggi. 

b. Sistem pengenal sidik jari memiliki akurasi yang tinggi dalam merekam 

data. 

3. Sekuritas tinggi 

a. Sistem sidik jari memiliki resiko paling kecil untuk dimanipulasi. 

b. Keamanan penggunaan “finger print” dari pihak-pihak yang tidak berhak 

mampu dikendalikan.  

 

2.6 Konsep Disiplin dalam Islam 

Salah satu ciri-ciri dalam bekerja yaitu disiplin dan konsekuen, atau dalam 

Islam disebut dengan amanah. Sikap bertanggungjawab terhadap amanah 

merupakan salah satu bentuk akhlaq bermasyarakat secara umum, dalam konteks 
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ini adalah dunia kerja. Allah memerintahkan untuk menepati janji adalah bagian 

dari dasar pentingnya sikap amanah. Janji atau uqud dalam ayat tersebut 

mencakup seluruh hubungan, baik dengan Tuhan, diri sendiri, orang lain dan alam 

semesta, atau bisa dikatakan mencakup seluruh wilayah tanggung jawab moral 

dan sosial manusia. Untuk menepati amanah tersebut dituntut kedisiplinan yang 

sungguh-sungguh terutama yang berhubungan dengan waktu serta kualitas suatu 

pekerjaan yang semestinya dipenuhi.  

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu 

sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan 

peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap menaati peraturan 

dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Dalam ajaran Islam, banyak 

ayat al-Quran dan hadist, yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada 

peraturan yang telah ditetapkan. Antara lain disebutkan dalam surah an-Nisâ ayat 

59 : 

 َ ٍ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللَّّ مُ م إِا يَام َِ مِنممُ م ف إئَِ م ننَاَعَتم مَم وُوَ  أَأأُلِا اأَم ََّ  أَأطَِيعوُا ال

سَنُ نَ  ٌَ أَأحَم لِكَ خَيم
َِ ۚ ذََٰ خِ مِ الْم ِ أَالميَوم مِنوَُ  باِللَّّ وُوِ  إِ م كُنممُ م نؤُم ََّ ِ أَال دُّأهُ إلَِى اللَّّ َُ أمأِيلً إَ  

Terjemah Arti:  

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-sistem/13088
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 Dari ayat di atas terungkap pesan untuk patuh dan taat kepada para 

pemimpin, dan jika terjadi perselisihan di antara mereka, maka urusannya harus 

dikembalikan kepada aturan Allah SWT dan Rasul-Nya. 

 Namun, tingkat kepatuhan manusia kepada pemimpinnya tidak bersifat 

mutlak. Jika perintah yang diberikan pemimpin bertentangan dengan aturan atau 

perintah Allah dan Rasul-Nya, maka perintah tersebut harus tegas ditolak dan 

diselesaikan dengan musyawarah. Namun jika aturan dan perintah pemimpin tidak 

bertentangan dengan Syariat Allah dan Rasul-Nya, maka Allah menyatakan 

ketidak-sukaannya terhadap orang-orang yang melewati batas. 

 Di samping mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga 

mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin, perhatian dan kontrol 

yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggungjawab atas tugas yang 

diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang keahlian yang ditekuni. 

 Islam mengajarkan kita agar benar-benar memperhatikan dan 

mengaplikasikan nilai-nilai kedisplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. 

Disiplin adalah kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang 

teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha maupun belajar, pantang 

mundur dalam kebenaran, dan rela berkorban untuk kepentingan agama dan jauh 

dari sifat putus asa. Perlu kita sadari bahwa betapa pentingnya disiplin dan betapa 

besar pengaruh kedisiplinan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa maupun kehidupan bernegara. 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kualitas-atau-quality/14581
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-masyarakat/115991
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Dengan berdisiplin segala pekerjaan yang dilakukan akan selesai tepat 

waktu, tidak ada pekerjaan yang menumpuk yang menyebabkan timbulnya rasa 

penat dan terburu-buru.  

2.7 Penelitian Terdahulu 

No Nama Hasil Penelitian Judul 

1 Skripsi  

Faisal Ali 

Ahmad 

Penerapan system absensi 

sidik jari tersebut memiliki 

pengaruh yang baik, sehingga 

tidak ada lagi pegawai yang 

melakukan korupsi waktu dan 

tidak lagi menitip absen 

kepada pegawai lain. 

Hubungan Penerapan 

Absensi Sidik Jari 

(Finger Print) Dengan 

Motivasi Dan Kinerja 

Kayawan pada FMIPA 

Institut Pertani-an Bogor 

(2006) 

2 Skripsi 

 Erna Maeyasari 

Terdapat korelasi atau 

hubungan yang sedang antara 

efektivitas penerapan absensi 

finger print terhadap didiplin 

pegawai Di Sekretaris Daerah 

Kabupaten Lebak dengan 

arah positif sebesar 0,593. 

Analisis Efektivitas Pe-

nerapan Absensi Sidik 

Jari Pegawai Negeri 

Sipil Di Sekretaris 

Daerah Kabupaten 

Lebak (2012) 

3 Skrispi 

Nella Anggraini 

Adanya pengaruh penerapan 

efektivitas sistem absensi 

finger print (sidik jari) 

terhadap disiplin kerja pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

Pengaruh Efektivitas 

Penerapan Sistem 

Absensi Finger Print 

(Sidik Jari) terhadap 

Disiplin Kerja Pegawai 

Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

(2013) 
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4 Skripi 

Yani Restika 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan penggunaan finger 

print meningkat dalam 

disiplin kerja pegawai pada 

Kantor Badan Usaha Bandar 

Udara Hang Nadim Batam 

dengan arah positif sebesar 

0,05. 

Analisis Pengaruh 

Penerapan Finger Print 

(Sidik Jari) terhadap 

Kedisiplinan Pegawai 

pada Bagian Departe-

men SDM dan Umum  

Kantor Badan Usaha 

Bandar Udara Hang 

Nadim Batam (2017) 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

2.8 Definisi dan Konsep 

Adapun definisi-definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerntah 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam 

penelitian ini yang menjadi fokus ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

2. Efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk 

menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. 

Dalam penelitian ini efektivitas yang dimaksud yaitu efektivitas penerapan 

sistem absensi finger print (sidik jari). 

3. Absensi finger print (sidik jari) adalah suatu metode baru yang saat ini telah 

berkembang menggunakan mesin dengan bantuan softwere untuk mengisi 

data kehadiran suatu komunitas kelompok maupun instansi yang 
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menggunakannya. Dalam penelitian ini absensi finger print yang dimaksud 

yaitu absensi finger print (sidik jari) yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau. 

4. Disiplin merupakan fungsi koperatif manajemen sumber daya manusia yang 

terpenting karena semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi 

kerja yang dapat dicapai. Tanpa disiplin pegawai yang baik, sulit bagi 

organisasi mencapai hasil yang optimal. Disiplin yang dimaksud disini yaitu 

disiplin yang dilakukan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau. 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 Untuk mempelajari jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, maka para 

peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahapan 

penelitian secara teoritis. Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana 

yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang 

dikemukakan oleh peneliti. Skema sederhana yang dibuat, kemudian dijelaskan 

secukupnya mengenai mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Variabel / Indikator Penelitian 

No Referensi Indikator Sub Indikator 

1 Efektivitas 

(Tangkilisan 

dalam Erna Mae-

yasari (2012:19) 

a. Pencapaian target a. Pegawai lebih disiplin setelah 

diterapkannya finger print 

b. Memberikan kemudahan dan 

kenyamana dalam absensi 

c. Memudahkan pembuatan 

laporan absensi 

b. Kemampuan 

adaptasi 

a. Pegawai mampu mengguna-

kan absensi  finger print 

b. Pegawai mampu mengoperasi-

kan mesin absensi finger print 

c. Kepuasan kerja a. Semangat kerja pegawai 

meningkat 

b. Kenyamanan pegawai dalam 

bekerja 

d. Tanggung jawab a. Kemampuan pegawai menye-

lesaikan mandat 

b. Kemampuan pegawai menye-

lesaikan masalah pekerjaan 

Tabel 2.2 Indikator Penelitian 

1. Pencapaian target 

2. Kemampuan adaptasi 

3. Kepuasan kerja 

4. Tanggung jawab 

Dsiplin pegawai 

Efektif Tidak efektif Kurang efektif 

Efektivitas absensi finger print (Sidik jari) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau. Pemilihan lokasi sebagai tempat penelitian ini dilakukan secara 

sengaja karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau merupakan 

salah satu dinas yang menerapkan sistem absensi finger print (sidik jari) dalam 

penataan internal yang dilakukan di bidang manajemen sumber daya manusia. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020. 

3.2 Jenis Penelitian 

  Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. 

Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang 

didasari pada penelitian yang menyeluruh ( Holistic ). Dibentuk oleh kata – kata 

serta diperoleh dari situasi yang alamiah dan dijelaskan dengan bahasa yang 

mudah untuk dipahami oleh pembaca sehingga para pembaca dapat dengan 

mudah untuk memahami isi dan kesimpulan dari penelitian. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Moeloeng (2007 : 112), sumber data dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain. Adapun yang menjadi jenis dan sumber data yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua jenis data yaitu :  
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a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari 

objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan 

langsung di lapangan dan hasil wawancara yang akan dilakukan kepada 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Kepala 

Subbagian Perencanaan Program, Kepala Subbagian Kepegawaian dan 

Umum, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer 

yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder 

disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti rekap 

absen, media internet, serta berbagai literatur-literatur dan tinjauan pustaka 

yang relevan dan mendukung penelitian ini. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

adalah : 

1. Observasi 

Menurut Sugiyono (2009 : 166) Observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan 

adalah observasi langsung. Untuk mengetahui keadaan fisik sarana dan 

prasarana yang menunjang penerapan sistem absensi finger print (sidik jari) 

dalam meningkatkan disiplin jam kerja pegawai. 

2. Wawancara 

Menurut sugiyono (2009 : 72), wawancara adalah pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
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dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis melakukan 

wawancara tanya jawab langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau, Sekretaris, Kepala Subbagian Perencanaan 

Program, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, dan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) yang dijadikan dalam penelitian ini. dalam penelitian ini penulis 

melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber (key informan) yaitu 

menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan 

dilontarkan kepada informan terkait dengan judul penelitian. Alat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah HP, buku dan pena. 

3. Kuesioner  

Menurut Sugiyono (2009: 73-74) Kuisioner yaitu teknik pengumpulan data 

dengan cara mengajukan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden dengan dijawab secara tertulis pula oleh responden.  Dalam 

penelitian ini, angket atau kuesioner yang dipergunakan adalah angket atau 

kuesioner yang telah dilengkapi dengan alternative jawaban dari reponden 

terhadap jawaban yang mereka pilih yaitu dengan menggunakan skala 

Likert.  

4. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-

literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi 

dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau ataupun buku-buku, serta literatur-literatur lainnya yang 

berkaitan dengan judul penelitian ini. 
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3.5 Informan Penelitian 

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Arikunto (2004: 145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju 

untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi 

yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Dalam penyusunan 

penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis individu dan organisasi sebagai 

satuan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian.  

Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap 

sebagai key informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2009: 85) bahwa, teknik purposive sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang 

apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelususri 

situasi yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi: 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Subjek Penelitian Jumlah Informan 

1 
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau 
1 

2 Sekretaris 1 

3 Kepala IT E-Gov 1 

4 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 1 

5 PNS (Pegawai Negeri Sipil) 3 

Jumlah 7 informan 

Sumber : Data olahan penelitian 2019. 
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3.6 Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik ttentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 

3.6.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang 

dianggap bisa mewakili populasi. Adapun teknik pengambilan sampel yang 

digunakan oleh peneliti yaitu dengan metode purposive sampling yaitu penentuan 

pengambilan sampel dengan berbagai macam pertimbangan alasan-alasan ilmiah 

tertentu. 

 Untuk mengetahui berapa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 

penulis menggunakan rumus Slovin yaitu:  

 

 

Keterangan :  

n : Jumlah Sampel  

N : Jumlah Populasi  

e : Konstanta 10% (persen ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel) 

n = 
 

     
 

n = 
   

               
 

n = 
𝑵

𝟏  𝑵 𝒆𝟐
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n = 
   

             
 

n = 
   

      
 

n = 
   

    
 

n = 66 

Tabel 3.2 Populasi dan Sampel 

No Responden Populasi Sampel 

1 Golongan II 32 12 

2 Golongan III 120 36 

3 Golongan IV 42 18 

Jumlah 66 Sampel 

Sumber : Data olahan penelitian 2019. 

 

3.7 Teknik Analisa Data 

 Teknik analisa data yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif 

kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh 

terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenisnya dan 

ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam 

menjelaskan hasil penelitian. Sehingga dapat diketahui gambaran tentang 

bagaimana efektivitas penerapan sistem absensi finger print (sidik jari) dalam 

meningkatkan disiplin jam kerja pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau. 

 Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi nilai presentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian 

dengan rumus presentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut : 
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Keterangan :  

P = Persentase  

N = Populasi  

F = Ferkuensi 

 

 Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan efektivitas penerapan sistem 

absensi finger print (sidik jari) dalam meningkatkan disiplin jam kerja pegawai 

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, keseluruhan indikator 

yang telah diajukan kepada respoden dengan menggunakan teknik pengukuran 

sesuai dengan pendapat Suhairimi (Ari Kunto, 2004 : 171), sebagai berikut :  

 Tinggi / Sesuai : 76 – 100 %  

 Cukup sesuai / Kurang : 56 -75 %  

 Tidak sesuai / Rendah : 40 – 55 %  

 Sangat tidak sesuai / Sangat rendah : 0 – 39 %  

 Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas maka hasil 

penelitian akan dapat diambil kesimpulanya dengan baik yaitu efektivitas 

penerapan sistem absensi finger print (sidik jari) dalam meningkatkan disiplin jam 

kerja pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 

P = 𝑭 × 
𝟏𝟎𝟎 

𝑵
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau merupakan unsur 

pelaksana otonomi daerah di bidang tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

SEKDA. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mempunyai tugas 

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau. berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas 

pembantuan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, transmigrasi, 

kependudukan dan catatan sipil. 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil. 

c. Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja, transmigrasi, 

kependuddukan dan catatan sipil lingkup provinsi dan kabupaten/kota. 

d. Pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, 

pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan 

industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian,  kependudukan dan 

catatan sipil. 

49 
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e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja, transmigrasi, 

kependudukan dan catatan sipil. 

f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

4.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 

 Visi 

Terwujudnya Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang Profesional, 

Produktif, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi serta Administrasi 

yang Tertib. 

 Misi 

1. Mewujudkan sumber daya insani Riau yang berdaya saing tinggi. 

2. Mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan melalui perluasan 

lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan 

kerja. 

3. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. 

4. Mewujudkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja 

dalam segala aspek. 

5. Mewujudkan terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan 

dialogis. 

6. Mewujudkan peningkatan jaringan kemitraan dalam rangka pencegahan 

dan penyelesaian berbagai permasalahan tenaga kerja. 
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7. Mewujudkan pengawasan norma ketenagakerjaan, kesehatan 

keselamatan kerja dalam upaya penegakan hukum menuju terciptanya 

iklim investasi yang kondusif. 

8. Mewujudkan kualitas SDM transmigran, penyebaran perpindahan 

penduduk dan mengembangkan masyarakat transmigrasi serta 

masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi serta berkelanjutan menuju 

desa maju, mandiri dan produktif. 

4.3 Tugas Masing-masing Bagian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau 

1. Kepala Dinas 

a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas 

membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

Daerah pada bidang tenaga kerja dan transmigrasi. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas 

Tenaga Kerja danTransmigrasi. 
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2. Sekretaris 

a. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan 

evaluasipada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan 

danPerlengkapan, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris 

menyelenggarakan fungsi: 

 Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat. 

 Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat. 

 Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugasdan fungsinya. 

3. Kepala Subbagian Perencanaan Program 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

perencanaan program. 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan di lingkungan subbagian perencanaan program. 

c. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan 

dari masing-masing bidang. 

d. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja pemerintah 

daerah, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi peemrintah unit kerja. 
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e. Melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur. 

f. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat korrdinasi dan rapat 

koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat 

koordinasi teknis. 

g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada subbagian perencanaan program, dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya.  

4. Kepala subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik 

daerah 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian 

keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah. 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan di lingkungan subbagian keuangan, perlengkapan dan 

pengelolaan barang milik daerah. 

c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset. 

d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai. 

e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan 

keuangan dan aset. 

f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik 

daerah. 

g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada 

penguasaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi. 
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h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut lanjut laporan hasil pemeriksaan 

atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan. 

i. Melaksanakan proses administrasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan 

ganti rugi. 

j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran. 

k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan 

aset. 

l. Melakukan fasilitas rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja. 

m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan 

barang milik daerah, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

5. Kepala subbagian kepegawaian umum 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian 

kepegawaian dan umum. 

b. Memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan di lingkungan subbagian kepegawaian dan umum. 

c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat. 

d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian. 

e. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, 

peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan 

evaluasi jabatan. 

f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai. 
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g. Membuat laporan perkembangan kepegawaian. 

h. Menyelenggarakan urusan kehumasan. 

i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi. 

j. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat rapat, pertemuan dan upacara, 

serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas. 

k. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah 

berkoordinasi dengan badan pengelola keuangan dan aset daerah. 

l. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, 

keindahan, keamanan dan ketertiban kantor. 

m. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk 

kepentingan masyarakat. 

n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada subbagian kepegawaian dan umum, dan 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

6. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 

a. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas 

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pelatihan, 

Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Seksi Penempatan dan 

Perluasan Kerja, dan Seksi Informasi Pasar Kerja. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 

Bidang menyelenggarakan fungsi: 

 Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang. 
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 Pelatihan dan penempatan tenaga kerja. 

 Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pelatihan dan 

Penempatan Tenaga Kerja. 

 Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

7. Kepala seksi pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja  

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pelatihan 

dan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja. 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan seksi pelatihan, pemagangan dan 

produktivitas tenaga kerja. 

c. Merencanakan program pengembangan pelatihan baik berbasis 

kompetensi maupun pelatihan berbasis masyarakat. 

d. Menginventarisir kelembagaan pelatihan pemagangan perusahaan dan 

kegiatan pemagangan yang mencakup program, jenis keterampilan, 

sertifikasi dan pendanaan pelatihan. 

e. Melaksanakan supervisi lembaga pelatihan kerja swasta dan pelatihan 

pemagangan yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja. 

f. Merencanakan dan melaksanakan program pengembangan dan 
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peningkatan produktivitas dikalangan tenaga kerja formal, informal dan 

masyarakat. 

g. Menyusun pedoman teknis uji kompetensi tenaga kerja dan database 

tenaga ahli pelatihan dan produktivitas didaerah. 

h. Melakukan registrasi kepada enaga kerja yang telah mendapat surat bukti 

kompeten dan menerbitkan surat bukti kompetensi kepada tenaga 

kerja/calon tenaga kerja yang telah lulus uji kompetensi. 

i. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja bersama dengan lembaga 

pelatihan kerja Provinsi Riau. 

j. Mengidentifikasi lembaga-lembaga sertifikasi profesi yang ada di daerah 

dan melaksanakan uji kompetensi kepada lulusan lembaga-lembaga 

latihan baik pemerintah maupun swasta. 

k. Melaksanakan program pemagangan dan pendampingan kepada peserta 

program magang kerja dalam dan luar negeri. 

l. Melaksanakan workshop jejaring pemagangan dan produktivitas. 

m. Melaksanakan pelatihan assessor. 

n. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kewirausahaan di kalangan 

pelajar/mahasiswa, pelaku usaha kecil dan menengah serta masyarakat 

umum melalui media cetak/media massa dan saluran informasi lainnya. 

o. Melakukan pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan, secara 

sektoral dan regional. 

p. Melaksanakan identifikasi, pemetaan potensi daerah dan pendampingan 

usaha bagi pelaku usaha kecil menengah serta konsultasi produktivitas 
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terhadap usaha kecil dan menengah, tenaga kerja dan manajemen di 

kalangan industri, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara 

di daerah. 

q. Melaksanakan pemberian penghargaan produktivitas siddhakarya terhadap 

usaha kecil dan menengah lingkup Provinsi Riau. 

r. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi profesi dan asosiasi dalam 

rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja. 

s. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada seksi pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga 

kerja, dan 

t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

8. Kepala seksi penempatan dan perluasan kerja 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi 

penempatan dan perluasan kerja. 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan seksi penempatan dan perluasan kerja. 

c. Menginventarisasi dan mendata jumlah tenaga kerja asing dan memproses 

perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang wilayah 

kerjanya lebih dari satu kabupaten/kota di provinsi riau serta memproses 

penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta. 

d. Menerbitkan rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing baru 

dan perpanjangan. 
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e. Melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan 

evaluasi sesuai bidang tugas pokok seksi penempatan dan perluasan kerja. 

f. Memantau dan mengevaluasi terapan teknologi padat karya dan perluasan 

kerja sistem padat karya. 

g. Mempromosikan hasil terapan teknologi padat karya dan perluasan kerja 

sistem padat karya. 

h. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang 

penempatan sumber daya manusia dalam atau luar negeri dan dunia usaha 

swasta maupun pemerintah untuk menempatkan lulusan lembaga latihan 

kerja. 

i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada seksi penempatan dan perluasan kerja, dan 

j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

9. Kepala seksi Informasi Pasar Kerja 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi informasi 

pasar kerja. 

b. Membagi tugas, membimbing, memriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan seksi informasi pasar kerja. 

c. Membuat dan melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah makro di 

tingkat provinsi serta supervisi dan konsultasi kepada kabupaten/kota di 

provinsi riau untuk membuat perencanaan tenaga kerja daerah secara 

makro dan lembaga/perusahaan secara makro. 
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d. Menyiapkan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan informasi 

persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja/informasi pasar kerja 

serta informasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pada lembaga 

pelatihan, instansi pemerintah maupun swasta. 

e. Melaksanakan analisa data ketenagakerjaan untuk bahan laporan dan 

bahan sajian informasi kepada masyarakat. 

f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pencari kerja dan 

lowongan kerja dari kabupaten/kota di provinsi riau dan perusahaan 

swasta serta sampling data ketenagakerjaan untuk pembuatan profil 

ketenagakerjaan. 

g. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah bahan untuk kepentingan 

pembuatan perencanaan tenaga kerja dan perluasan kerja. 

h. Menyusun proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja skala 

provinsi. 

i. Menyiapkan bahan sistem dan metode penyuluhan jabatan, analisa jabatan 

dan bimbingan jabatan serta penyebarluasan informasi jabatan. 

j. Melakukan penyuluhan jabatan dan pengembangan sarana penyuluhan, 

bimbingan jabatan pada instansi Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik 

Negara dan Perusahaan Swasta. 

k. Menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat melalui 

media cetak, elektronik, anjungan informasi dan daring sistem. 

l. Melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi sesuai bidang tugas 

pokok dan kegiatan pada seksi informasi pasar kerja. 
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m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada seksi informasi pasar kerja, dan. 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

10. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja 

a. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai 

tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi 

Persyaratan Kerja, Seksi Lembaga Hubungan Industrial, dan Seksi 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 

Bidang menyelenggarakan fungsi: 

 Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang 

hubungan industrial dan persyaratan kerja. 

 Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang hubungan industrial dan 

persyaratan kerja. 

 Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuaitugas 

dan fungsinya. 
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11. Kepala Seksi Persyaratan Kerja 

a. Merencanakan program/kegiatan dan pengaggaran pada seksi persyaratan 

kerja. 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan seksi persyaratan kerja. 

c. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pengesahan perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang skala berlakunya 

lebih dari satu kabupaten/kota di Provinsi Riau. 

d. Melakukan pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan antara pemberi 

kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala 

berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota di Provinsi Riau. 

e. Melakukan penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional 

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari 

satu kabupaten/kota di Provinsi Riau. 

f. Melaksanakan penyusunan dan penetapan upah minimum Provinsi Riau, 

penetapan upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Riau, dan 

melaporkan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang 

ketenagakerjaan. 

g. Melaksanakan pembentukan dewan pengupahan skala provinsi dan 

pembinaan dewan pengupahan kabupaten/kota di Provinsi Riau. 

h. Melaksanakan pengembangan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dan 

penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan pekerja, koperasi pekerja pada 

perusahaan skala Provinsi Riau. 



63 

 

 

i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugasn dan kegiatan pada seksi persyaratan kerja. 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

12. Kepala seksi lembaga hubungan industrial 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi lembaga 

hubungan industrial. 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan seksi lembaga hubungan industrial. 

c. Melaksanakan pembinaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan 

industrial skala provinsi dan pelaksanaan program keluarga berencana bagi 

pekerja/buruh pada perusahaan skala provinsi serta sarana-sarana lembaga 

hubungan industrial bagi pekerja/buruh dan pengusaha skala provinsi. 

d. Melaksanakan koordinasi verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat 

buruh skala provinsi dan hasil pencatatan organisasi pengusaha dan serikat 

pekerja/buruh skala provinsi. 

e. Membentuk dan melaksanakan sidang-sidang sekretariat lembaga 

kerjasama tripartit dan sidang anggota lembaga kerjasama trripartit. 

f. Membentuk dan melaksanakan pengembangan lembaga kerjasama bipartit 

pada perusahaan skala Provinsi Riau. 

g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada seksi lembaga hubungan industrial, dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan ataasan sesuai tugas 
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dan fungsinya. 

13. Kepala seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan seksi penyelesaian permasalahan hubungan 

industrial. 

c. Melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan skala provinsi. 

d. Melaksanakan penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon 

mediator, arbiter dan konsiliator di Provinsi Riau. 

e. Melakukan pendaftaran dan seleksi calon hakim Ad Hoc pengadilan 

hubungan inustrial yang wilayahnya meliputi Provinsi Riau. 

f. Melakukan inventarisasi dan pendataan perselisihan hubungan industrial 

yang belum dan telah diselesaikan mediator dan pada pengadilan 

hubungan industrial skala provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Riau. 

g. Memberikan petunjuk teknis penyelesaian perselisihan, pemogokan/ujuk 

rasa dan penutupan perusahaan skala provinsi. 

h. Melaksanakan penyusunan dan efektifitas fungsi tim deteksi dini skala 

provinsi. 

i. Melakukan pembuatan peta kerawanan hubungan industrial. 

j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
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k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

14. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 

a. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas 

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada seksi Pengawasan 

Norma Kerja, Perempuan, Anak dan Jaminan Sosial, seksi Pengawasan 

Norma Keselamatan/Kesehatan Kerja, seksi Penegakan Hukum 

Ketenagakerjaan. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 

Bidang menyelenggarakan fungsi: 

 Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Pengawasan Ketenagakerjaan; 

 Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan; 

 Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

15. Kepala seksi pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan 

anak 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi 
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pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak. 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan seksi pengawasan norma kerja, jaminan 

sosial, perempuan dan anak. 

c. Menyusun jadwal kegiatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pemeriksaan di 

perusahaan atau di tempat kerja. 

d. Melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan norma kerja, jaminan sosial, 

perempuan dan anak 

e. Melaksanakan penindakan represif non justisia norma kerja, jaminan 

sosial, perempuan dan anak. 

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada seksi pengawasan norma kerja, jaminan sosial, 

perempuan dan anak. 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

16. Kepala seksi pengawasan norma keselamatan/kesehatan kerja 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi 

pengawasan norma keselamatan/kesehatan kerja. 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan seksi pengawasan norma 

keselamatan/kesehatan kerja. 

c. Menyusun rencana kerja pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan 
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objek pengawasan penerapan norma keselamatan kerja. 

d. Melaksanakan rencana kerja pengembangan dan penguji 

keselamatan/kesehatan kerja. 

e. Melaksanakan pembinaan, pemeriksaan, dan penindakan represif non 

justisia norma keselamatan/kesehatan kerja. 

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada seksi pengawasan norma keselamatan/kesehatan kerja. 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

17. Kepala seksi penegakan hukum ketenagakerjaan 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penegakan 

hukum ketenagakerjaan. 

b. Membagi tugas, membimbing, memriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan seksi penegakan hukum ketenagakerjaan. 

c. Membuat rencana kerja penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. 

d. Melaksanakan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. 

e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. 

f. Membuat laporan hasil penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. 

g. Melaksanakan pembinaan kepatuhan perusahaan. 

h. Melaksanakan pengembangan tenaga pengawas ketenagakerjaan. 

i. Menyiapkan administrasi dan metode pengawas ketenagakerjaan. 

j. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan dalam 

penegakan hukum ketenagakerjaan. 
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k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada seksi penegakan hukum ketenagakerjaan, dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

18. Kepala Bidang Ketransmigrasian 

a. Kepala Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas melakukan koordinasi, 

fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Penyediaan dan Pelayanan Tanah 

Transmigrasi, Seksi Pembangunan Fasilitas Kawasan dan Penempatan 

Transmigrasi, Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi; 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

KepalaBidang menyelenggarakan fungsi: 

 Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Ketransmigrasian; 

 Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ketransmigrasian; 

 Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 

Dinas; dan 

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

19. Kepala seksi penyediaan dan pelayanan tanah transmigrasi 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penyediaan 

dan pelayanan tanah transmigrasi. 
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b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan seksi penyediaan dan pelayanan tanah 

transmigrasi. 

c. Melaksanakan survey dan pemetaan areal transmigrasi meliputi penyiapan 

data dan informasi tentang potensi wilayah yang perlu dikembangkan. 

d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kawasan transmigrasi, rencana 

kerangka satuan kawasan pengembangan, rencana teknis jalan dan rencana 

teknis satuan pemukiman. 

e. Melakukan pengurusan pencadangan areal dan pelepasan kawasan hutan. 

f. Melaksanakan penyelesaian hak atas tanah/sertifikasi lokasi pemukiman 

transmigrasi dari segala hak atas tanah serta penerapan jenis usaha yang 

layak untuk dikembangkan. 

g. Melaksanakan penyiapan bahan pengukuran batas keliling dan 

pengkaplingan lahan pemukiman dan transmigrasi serta penetapan 

rekomendasi   kelayakan usaha. 

h. Melaksanakan kajian/studi dan rekomendasi kelayakan usaha masyarakat 

di pemukiman serta sarana dan prasarana transmigrasi. 

i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada seksi penyediaan dan pelayanan tanah transmigrasi. 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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20. Kepala seksi pembangunan fasilitas kawasan dan penempatan 

transmigrasi 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi 

pembangunan fasilitas kawasan dan penempatan transmigrasi. 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan seksi pembangunan fasilitas kawasan dan 

penempatan transmigrasi. 

c. Melaksanakan penyiapan lahan dan prasarana jalan dan jembatan serta 

saluran irigasi/drainase di areal transmigrasi. 

d. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan spesifikasi teknis lahan dan 

prasarana pemukiman penduduk tempatan dan transmigrasi serta sarana 

fasilitas umum dan air bersih serta pemeliharaannya. 

e. Melakukan urusan penyiapan bangunan, pemugaran, penataan sarana 

pemukiman penduduk tempatan dan transmigrasi. 

f. Melaksanakan pembangunan rumah transmigrasi, fasilitas umum serta 

sarana air bersih. 

g. Melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pemberian bantuan teknik 

bangunan dan sarana serta pemeliharaannya. 

h. Melaksanakan inventarisasi calon warga transmigrasi kepemilikan lahan 

yang terkena program transmigrasi. 

i. Melaksanakan pendataan/pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi dan 

menyusun bahan rekomendasi untuk usulan siap terima penempatan, 

menyiapkan blangko kartu seleksi, daftar nominatif calon transmigrasi dan 
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buku induk transmigran, pengecekan kesiapan/kelengkapan administrasi 

transmigran dan menerbitkan suratkeputusan penempatan, pencabutan 

serta pengganti status transmigran. 

j. Melaksanakan penyuluhan terhadap program transmigrasi dan melakukan 

pendekatan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama pada calon lokasi 

transmigrasi. 

k. Melaksanakan perpindahan/penempatan transmigrasi sesuai dengan 

kondisi/lokasi dan memberikan pembinaan mental warga transmigran 

sebelum ditempatkan, menyiapkan tempat penampungan, perbekalan dan 

perlengkapan peralatan pertanian transmigran, pemakaman, obat-obatan, 

sarana angkutan. 

l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada seksi pembangunan faslilitas kawasan dan penempatan 

transmigrasi 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

21. Kepala seksi pemberdayaan kawasan transmigrasi 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi 

pemberdayaan kawasan transmigrasi. 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan seksi pemberdayaan kawasan transmigrasi. 

c. Melaksanakan pengembangan di bidang kesehatan, kelembagaan sosial 

dan desa, pendidikan formal dan informal, kesenian pemuda dan peranan 
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wanita, olahraga, agama serta pelayanan pos, catu pangan bagi 

transmigrasi. 

d. Melaksanakan bimbingan keamanan desa, pembinaan mental spiritual, 

adaptasi dalam masyarakat dalam dalam rangka pelestarian budaya dan 

menyusun spesifikasi bantuan sarana pendidikan. 

e. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan usaha ekonomi, bidang 

pertanian, pengolahan hasil dan pemasaran, industri rumah tangga, 

kelembagaan, kerjasama swasta serta pengembangan usaha dan swadaya 

masyarakat. 

f. Melaksanakan rencana peningkatan/rehabilitasi sarana dan prasarana di 

kawasan transmigrasi. 

g. Melaksanakan pengkajian standarisasi sarana dan prasarana kawasan 

transmigrasi. 

h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada seksi pemberdayaan kawasan transmigrasi, dan 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

22. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat 

mengangkatkelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, 

keterampilandan spesialisasi yang dibutuhkan. 

b. Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

padaayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 
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c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 

yangdiatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

d. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 

e. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 

 
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 
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BAB VI 

PENUTUP 

 Dari hasil pembahasan yang dilakukan mengenai “Efektivitas Penerapan 

Sistem Absensi Finger Print (Sidik Jari) Dalam Meningkatkan Disiplin Jam Kerja 

Pegawai Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau” dengan 

jumlah responden 66 orang , maka peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan 

dan saran sebagai berikut: 

6.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil yang di dapat untuk analisis disiplin pegawai pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, maka dapat 

disimpulkan bahwa disiplin pegawai sudah baik. Karena berkurangnya 

angka ketidakhadiran pegawai, akan tetapi masih terdapat beberapa 

pegawai yang melakukan pelanggaran jam kerja yaitu terlambat datang ke 

kantor, cepat pulang dan tidak berada ditempat atau ruangan kerja pada 

saat jam kerja. Selain itu pimpinan yang tegas dan adil serta dapat 

memberikan contoh yang baik kepada para pegawainya membuat pegawai 

lebih disiplin lagi karena seorang pimpinan dijadikan contoh oleh para 

pegawainya. Dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat meminimalisir tindakan 

pegawai yang dapat melanggar disiplin pegawai karena pegawai akan 

diberi sanksi hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran yang 

dilakukannya. 
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2. Berdasarkan hasil yang di dapat untuk analisis penerapan sistem absensi 

finger print (sidik jari) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem absensi 

finger print (sidik jari) sudah baik. Karena dengan diterapkannya absensi  

finger print (sidik jari) dapat mempermudah pegawai dalam melakukan 

absensi dan atasan juga dapat dengan mudah melakukan pengecekkan 

kehadiran pegawai. Selain itu absensi finger print (sidik jari) akurat dalam 

mengidentifikasi pegawai serta finger print (sidik jari) mampu 

menghindari dari berbagai macam manipulasi atau meminimalisir tindakan 

kecurangan yang dilakukan oleh pegawai; 

3. Berdasarkan hasil yang di dapat untuk analisis efektivitas penerapan 

sistem absensi finger print (sidik jari) dalam meningkatkan disiplin jam 

kerja pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 

dikatakan sudah efektif. Dikarenakan meningkatnya kedisiplinan pegawai 

atau berkurangnya angka ketidakhadiran pegawai yang merupakan tujuan 

dari diterapkannya sistem absensi finger print (sidik jari). Namun  masih 

terdapat beberapa kendala di UPT seperti di Pasir Pengaraian, Dumai, Duri 

dan Siak yang belum ada anggaran untuk pelaksanaan finger print. 

Sehingga masih ada kendala dan belum siap untuk melaksanakan finger 

untuk yang di daerah-daerah. Selain itu gangguan dalam jaringan yang 

mengakibatkan sidik jari pegawai tidak  masuk ke dalam database. 
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6.2 Saran 

1. Komitmen dari pimpinan harus jelas terhadap penerapan absensi, karena 

absensi adalah sarana atau alat untuk menunjang tingkat kedisiplinan 

pegawai. absensi tidaklah diterapkan hanya dengan sekedar pegawai 

datang tidak terlambat kemudian meninggalkan kantor lagi dan bukan 

sekedar menyusun peraturan atau kebijakan pemerintah daerah semata, 

namun memerlukan proses kerja keras yang didasari dengan perubahan 

paradigma, sehingga penerapan absensi lebih efektif dan efesien.  

2. Perlunya pengawasan dan teguran yang harus selalu dilakukan oleh 

pimpinan agar para pegawai tidak selalu semena mena absen dan masuk 

sesuka hatinya.  

3. Untuk meningkatkan disiplin pegawai, hendaknya pihak Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau selalu memantau, meninjau, dan 

memperbaiki pelaksanaan sistem absensi yang sudah ada. Agar adanya 

keselarasan antara waktu yang ada di absensi dengan kehadiran yang ada 

maka perlu di tambahkan adanya CCTV di setiap ruangan karena agar 

kehadiran yang ada saling kongkrit dan tidak ada pegawai yang hanya 

datang terus absen lalu pulang dan nanti kembali lagi. 

4. Adanya sistem reward, diluar pemberian kompensasi yang sudah ada. 

Bagi pegawai yang disiplin dalam hal datang lebih awal (tidak terlambat) 

maupun pegawai yang tidak pulang lebih awal (mendahului), berdasarkan 

hasil laporan kedatangan pegawai yang terekam oleh mesin absensi finger 
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print (sidik jari) setiap bulannya. Hal ini diharapkan agar para pegawai 

lebih termotivasi lagi dalam hal disiplin waktu. 

5. Adanya peningkatan teknologi terbaru mesin absensi finger print (sidik 

jari) yang lebih baik khususnya dalam hal ketepatan scanner dalam 

membaca sidik jari. Dan menambah kecepatan jaringan internet agar sidik 

jari pegawai  masuk ke database. 
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DOKUMENTASI 

Surat Edaran Penggunaan Absensi Finger Print (Sidik Jari) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mesin Absensi yang Dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan  

Transmigrasi Provinsi Riau 

 

Wawancara dengan Ibuk Dra. Hadiyati Noor Fauzia (III/d) selaku Kepala Bidang 

Kepegawaian dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Riau 

 

 



 

 

Wawancara dengan Bapak Budi sandra (III/b) selaku pegawai Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Riau 

 

 

Wawancara dengan Bapak Mulyono (III/b) sebagai pegawai Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Riau 

 

 

 



 

 

Wawancara dengan Bapak Fredi Hidayat S.T selaku operator finger print Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 

 

Foto pegawai ketika mengisi kuisioner 

 

 



 

 

 

Foto pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Provinsi Riau saat melakukan 

absensi finger print 

 

 



 

 

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ABSENSI FINGER PRINT (SIDIK 

JARI) DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN  KERJA PEGAWAI 

PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI 

RIAU 

DAFTAR PERTANYAAN : 

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU, 

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM, KEPALA 

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM 

1. Apakah penerapan absensi finger print dapat meiningkatkan ketepatan 

waktu pegawai untuk datang ke kantor? 

2. Apakah pencapaian target, khususnya tingkat kehadiran pegawai sudah 

lebih efektif?  

3. Apakah sistem absensi finger print dapat memotivasi pegawai untuk lebih 

disiplin dalam bekerja?  

4. Bagaimana kemampuan adaptasi pegawai terhadap perubahan absensi 

manual ke absensi finger print?  

5. Bagaimana tanggung jawab pegawai atas diterapkannya sistem absensi 

finger print?  

6. Dalam pelaksanaannya, apakah ada hambatan dalam penerapan sistem 

absensi finger print ini? Jika ada apa saja hambatannya? 

7. Apakah ada evaluasi yang membahas laporan kehadiran dan kepulangan 

yang direkam oleh mesin absensi finger print baik setiap bulan, 

caturwulan, semester maupun setiap tahunnya?  

8. Jika ada pegawai yang datang terlambat apakah akan mempengaruhi gaji 

atau pemotongan insentif?  

PEGAWAI: 

1. Apakah penerapan absensi finger print dapat meiningkatkan ketepatan 

waktu pegawai untuk datang ke kantor? 

2. Apa manfaat yang dirasakan oleh pegawai setelah diberlakukannya 

absensi finger print? 



 

 

3. Apakah ada hambatan yang dirasakan saat menggunakan mesin absensi 

finger print ? 

4. Apakah pegawai mampu menggunakan serta mengoperasikan mesin finger 

print?  

5. Apakah dengan diterapkannya absensi finger print (sidik jari), pegawai 

lebih nyaman dan semangat bekerja?  

6. Apakah dengan diterapkannya absensi finger print (sidik jari), pegawai 

dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu? 



 

 

ANGKET PENELITIAN 

Pengantar 

Perihal  : Permohonan Pengisian Angket 

 Dengan hormat, 

 Dalam rangka penulisan skripsi berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem 

Absensi Finger Print (Sidik Jari) Dalam Meningkatkan Disiplin  Kerja 

Pegawai Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau ”, 

maka saya memohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk menjawab 

pernyataan-pernyataan yang telah disediakan. Jawaban Bapak/Ibu berikan 

bersifat objektif, artinya apa adanya. 

Petunjuk Pengisian 

1. Kuesioner ini hanya untuk kepentingan penelitian semata, jawaban diisi 

sesuai dengan pernyataan yang diajukan. 

2. Jawablah semua pernyataan di kuesioner ini dengan tanda check list (✓) 

Adanya pernyataan yang tidak terjawab menyebabkan seluruh jawaban anda 

tidak dapat diolah. 

3. Pilih salah satu dari alternatif jawaban yang tersedia. Yaitu Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), dan Tidak Setuju (TS). 

4. Pengambilan data ini tidak bersifat pemaksaan atau tidak ada tekanan dari 

pihak manapun. 

5. Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih. 

 



 

 

Identitas Responden 

Nama    :  

Umur    : ..................... Tahun 

Jenis Kelamin   : □ Laki-laki   □ Perempuan 

Pendidikan Terakhir  : 

Lama Bekerja di Instansi : 

Status Pegawai  : 

Pangkat/Golongan  : 

Piliahan jawaban angket terdiri dari: 

Sangat Setuju (SS)  : Dengan bobot skor 4 

Setuju (S)   : Dengan bobot skor 3 

Kurang Setuju (KS)  : Dengan bobot skor 2 

Tidak Setuju (TS)  : Dengan bobot skor 1 

 

Variabel X = Finger Print 

Indikator 1. Praktis 

No Pertanyaan 

Jawaban 

SS S KS TS 

4 3 2 1 

1 
Penerapan absensi finger print melakukan absensi 

menjadi lebih praktis kepada seluruh pegawai 
    

2 
Penerapan absensi finger print sudah memudahkan 

pegawai 
    

3 
Pengecekan oleh atasan tentang kehadiran pegawai 

lebih praktis 
    

4 Perhitungan absensi perbulan lebih praktis     

5 Cepat menggunakan waktu dalam mengisi absen     

6 Praktis dalam menggunakan ruang     

7 
Diterapkannya finger print mampu menghindari trial 

error (kecurangan) 
    

 

 

 



 

 

Indikator 2. Akurat 

No Pertanyaan 

Jawaban 

SS S KS TS 

4 3 2 1 

1 
Finger print memiliki akurasi yang tinggi dalam 

merekam data 

    

2 Finger print memiliki ketelitian yang tinggi     

3 
Finger print akurat dalam mencatat data jam datang 

dan jam pulang pegawai 

    

4 Kehadiran langsung tercatat akurat dalam database     

5 
Finger print akurat dalam mengidentifikasin sidik 

jari setiap pegawai 

    

6 Finger print akurat dalam scanning identitas pegawai     

 

Indikator 3. Sekuritas Tinggi 

No Pertanyaan 

Jawaban 

SS S KS TS 

4 3 2 1 

1 
Finger print memiliki resiko paling kecil untuk 

dimanipulasi 

    

2 
Kemampuan penggunaan finger print dari pihak-

pihak yang tidak berhak mampu dikendalikan 

    

3 
Finger print dapat menghindari manipulasi “titip 

absen” anatar pegawai 

    

4 
Finger print dapat menghindari manipulasi “jumlah 

kehadiran” setiap bulan 

    

5 
Finger print dapat menghindari manipulasi jam 

masuk kerja setiap pegawai 

    

6 
Finger print dapat menghindari manipulasi jam 

pulang kerja setiap pegawai 

    

7 
Finger print dapat menghindari manipulasi tanggal 

kehadiran 

    

 

 

 

 

 



 

 

Variabel Y = Disiplin Kerja 

Indikator 1. Tujuan dan Kemampuan 

No Pertanyaan 

Jawaban 

SS S KS TS 

4 3 2 1 

1 
Kemampuan pegawai mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan pegawai 

    

2 

Bersedia untuk bekerja keras sesuai dengan jam 

kerja yang ditetapkan dan memberikan yang terbaik 

bagi tujuan instansi 

    

 

Indikator 2. Teladan Pimpinan 

No Pertanyaan 

Jawaban 

SS S KS TS 

4 3 2 1 

1 
Teladan kepemimpinan merupakan hal yang penting 

dalam menentukan kedisiplinan pimpinan 

    

2 
Pimpinan selalu memberikan contoh berdisiplin, 

baik, jujur, kepada semua pegawainya 

    

3 
Pimpinan selalu memberikan sikap adil kepada 

semua pegawainya 

    

 

Indikator 3. Balas Jasa 

No Pertanyaan 

Jawaban 

SS S KS TS 

4 3 2 1 

1 

Pemberian gaji dan insentif yang adil bagi pegawai 

membuat pegawai lebih bertanggung jawab terhadap 

pekerjaan 

    

2 
Tunjangan pegawai yang didapat akan mendorong 

sikap disiplin 
    

3 
Semakin besar balas jasa yang diberikan semakin 

baik kedisiplinan pegawai dan sebaliknya 
    



 

 

Indikator 4. Keadilan 

No Pertanyaan 

Jawaban 

SS S KS TS 

4 3 2 1 

1 

Keadilan mendorong terwujudnya kedisiplinan 

pegawai kedisiplinan pegawai karena ego dan sifat 

manusia selalu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama 

    

2 
Perilaku yang diberikan pimpinan sama terhadap 

semua pegawai 

    

 

Indikator 5. Pengawasan Melekat 

No Pertanyaan 

Jawaban 

SS S KS TS 

4 3 2 1 

1 
Penilaian dan pengawasan terhadap perilaku, sikap, 

dan kerja pegawai sudah ditetapkan instansi 

    

2 
Pimpinan mengetahui prestasi kerja dan kesulitan 

pekerjaan yang dilakukan bawahan 

    

3 
Pimpinan selalu ada atau hadir ditempat kerja untuk 

mengawasi bawahan 

    

 

Indikator 6. Sanksi Hukuman 

No Pertanyaan 

Jawaban 

SS S KS TS 

4 3 2 1 

1 

Pegawai harus mengetahui Peraturan Undang-

Undang Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil 

    

2 

Sanksi terhadap pelanggaran harus berdasarkan 

Peraturan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

    

3 
Peraturan sudah diterapkan  dengan baik di kantor 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 

    

 

 

 



 

 

Indikator 7. Ketegasan 

No Pertanyaan 

Jawaban 

SS S KS TS 

4 3 2 1 

1 
Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplinan pegawai 

    

2 
Pimpinan harus tegas dalam memberikan contoh 

sikap disiplin kepada bawahannya 

    

3 

Pimpinan berani bersikap tegas dalam memberikan 

hukuman kepada pegawai yang melanggar peraturan 

instansi 

    

 

Indikator 8. Hubungan Kemanusiaan 

No Pertanyaan 

Jawaban 

SS S KS TS 

4 3 2 1 

1 
Pegawai menciptakan suasana hubungan 

kemanusiaan yang serasi antar pegawai lain 

    

2 
Lingkungan dan suasana kerja yang nyaman akan 

membuat pegawai lebih disiplin 

    

3 
Lingkungan organisasi yang memiliki disiplin baik 

sangat berperan dalam kepribadian yang baik 
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